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KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan
Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga laporan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah selesai
disusun. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang
pencapaian kegiatan zona integritas untuk mencapai wilayah bebas korupsi (WBK)
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi
penyelenggaraan program kegiatan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di
Stasiun PSDKP Belawan. Kami menyadari bahwa dalam laporan ini tentu masih
terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran yang bersifat
membangun.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan semua pihak

terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Stasiun PSDKP Belawan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka warga negara
berhak dalam hal untuk mengetahui, berpartisipasi dan berperan aktif terkait rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Diharapkan
dengan makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, akan
berimplikasi pada penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan
kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Serta
partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
informasi publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban untuk membuka
akses atas informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan di sektor kelautan dan
perikanan. Dukungan dan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini
tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 19/PERMEN-
KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Namun, keterbukaan infomasi publik juga mempertimbangkan
pengecualian untuk beberapa informasi dengan klasifikasi tertentu yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 81/PERMEN-KP/SJ/2014
tentang Klasifikasi Infomasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai
unit eselon | yang membidangi pengawasan dan penegakan hukum terkait
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, berkomitmen untuk menjamin
keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor:
8/Per- DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan ada sebagai

salah satu unit eselon Il pada Direktorat Jenderal PSDKP telah menerapkan



keterbukaan informasi publik dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi

terhadappelaksanaan keterbukaan informasi publik pada unit kerjanya.

1.2 PPID Stasiun PSDKP Belawan
Dalam pasal 17 Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2019, PPID UPT mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.

b.

memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar,
dan mudah dipahami;

mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;

memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;

memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal
permohonan Informasi Publik ditolak;

melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta
alasannya;

menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu
pelaksanaan tugas PPID UPT;

menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi
Publik;

menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;

mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi
Publikdi lingkungan wilayah kerja PPID UPT;

mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
1. usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi
Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan

2. usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh
PPIDKementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;



0. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon | terkait penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;

p. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik
kepada PPID Unit Kerja Eselon | dengan tembusan kepada PPID
Kementerian;

g. memenuhi permintaan informasi dari:

1. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I;

atau

2. PPID Unit Kerja Eselon |, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;

r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan

Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban penyedia informasi
publik, penyedia informasi publik untuk tetap memberikan hak dan kewajiban pemohon
informasi publik sesuai dengan mekanisme pelayanan publik dan dengan
mempertimbangkanaspek jenis informasi yang akan dipublikasikan.

1.3. Tujuan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev), dilakukan dengan tujuan
sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan; dan
2. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

14. Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi public yang diberikan kepada masyarakat Stasiun
PSDKP Belawan meliputi :

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;

4. Informasi publik yang dikecualikan

15. Dasar Hukum

e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan
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lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136 );

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zonalntegritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
NOMOR 4/PERMEN-KP/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
NOMOR 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2021

Surat  Perintah Kepala  Stasiun PSDKP Belawan Nomor:
B699/Sta.2/KP.110/1/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Tahun 2021Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor
B.340/PSDKPSta.2/KP.440/1/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi
Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan SumberDaya Kelautan dan
PerikananBelawan



BAB Il. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan

Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan informasi publik di
Stasiun PSDKP Belawan tercantum dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP
Belawan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP
Belawan Tahun 2025, Nomor B. 340/PSDKPSta.2/KP.440/1/2025 sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Infromasi Stasiun PSDKP Belawan

NO | NAMA/NIP JABATAN DALAM TIM
1 Kepala Stasiun PSDKP Belawan Penanggung Jawab
2 Mujtaba Umar Nasution, SE Ketua

3 Ira Gustiana, S.Pi Sekretaris

4 Muhamad Igbal Anggota

5 Adhi Kurniawan, S.Pi Anggota

6 Indraprastha Cahyaambara T, S.Pi Anggota

7 Eman Samuel Monintja, S.Pi Anggota

8 Didit Aditya, S.Tr.Pi Anggota

9 Retno Adiarti, S.Kel Anggota

10 | Sila Sazali, S.Pi Anggota

11 | Irfan Dani Syahputra, S.Kom Anggota

12 | Zubaidah Anggota

13 | Anggi Anggota

Pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan

pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Daftar Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

: : : Waktu
Jenis Informasi Media Penyampaian
Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
1. Profil: N - Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/ Tahun 2025
- Visi dan Misi stasiunbelawan
- Struktur Organisasi
- Tugas dan Fungsi
- Satwas dan Wilker
2. Informasi Standar - Medsos : Instagram Tahun 2025
Pelayanan




3. Informasi Maklumat | - Medsos : Instagram Tahun 2025
Pelayanan
4. Informasi - Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/ Tahun 2025
Regulasi/Peraturan stasiunbelawan
Ditjen PSDKP
5. Informasi Zona - Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/ Tahun 2025
Integritas stasiunbelawan
6. Informasi - Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/ Tahun 2025
Pengaduan stasiunbelawan
- Akun instagram:
@psdkp_belawan
- Akun Facebook:
@stasiunpsdkpbelawan
Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta
Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala
1. :Qgtgga}gieggasgan Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/ Tahun 2025
Masyarakat staS|u.n belawan _
Akun instagram:
@psdkp_belawan
Akun Facebook:
@stasiunpsdkpbelawan
2. Informasi Akun instagram: Tahun 2025
kegiatan @psdkp_belawan
pengawasan Akun Facebook:
SDPdan SDK @stasiunpsdkpbelawan
3. Laporan SPIP Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/ Tahun 2025
Tahun 2025 stasiunbelawan
4. Laporan Kinerja Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/ Tahun 2025

Tahun 2025

stasiunbelawan




Informasi Publik yang Dikecualikan

Klasifikasi Informasi | - Website: Tahun 2025
Publik yang https://ppid.kkp.go.id/media/uploa
Dikecualikan Ditjen ds/document_information public/I
PSDKP nformasi_Yang_dikecualikan lingk
up_Ditjen PSDKP.pdf

2.2. Permohonan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan 2025
Pada Tahun 2025, terdapat permohonan layanan informasi publik yang masuk ke
PPID Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 3. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

NO PENANGANAN PENGADUAN Total
1 Permintaan Informasi 0
2 Aspirasi 3
3 Berkadar Pengawasan 5

Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID
Stasiun PSDKP Belawan
Tahun 2025

Permintaan Informasi Aspirasi Berkadar Pengawasan

M Series 1

Grafik 1. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Stasiun PSDKP Belawan
Tahun 2025.


https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Informasi_Yang_dikecualikan_lingkup_Ditjen_PSDKP.pdf
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Informasi_Yang_dikecualikan_lingkup_Ditjen_PSDKP.pdf
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Informasi_Yang_dikecualikan_lingkup_Ditjen_PSDKP.pdf
https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Informasi_Yang_dikecualikan_lingkup_Ditjen_PSDKP.pdf

2.3. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi publik Stasiun PSDKP Belawan yang bersifat wajib tersedia setiap saat
dapat diakses melalui website, dan media sosial. Berikut ini merupakan informasi publik
yang tersedia setiap saat pada website PSDKP Belawan, https://kkp.go.id/unit-

kerja/djpsdkp/upt/stasiun-psdkp-belawan.html, dan media sosial.

1. Informasi Visi dan Misi

® Direktorat Jenderal Pengawaser %

C R % kkpgo.id/

Visi Misi

VisI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu
Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1 Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan
terhadap Perekonomian Nasional

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melaluli Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Gambar 1. Informasi visi dan misi dalam website Stasiun PSDKP Belawan

2. Informasi Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

P Direktorat Jenderal Pengawasa: X +

C @ % kkpgo.d/

, Is_,u::.‘;'f_..,,l ' ey |
e e
| |2k

ER |

£ |

Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi pada Website Stasiun PSDKP Belawan


https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/stasiun-psdkp-belawan.html
https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/stasiun-psdkp-belawan.html

Informasi Tugas dan Fungsi Stasiun Belawan

¥ Direktorat Jenderal Pengawasa: X

C @ % kkpgoid,

Beranda / Tentang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas dan Fungsi

Tugas:
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

FUNGSI

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
jal dib g peny

kapan ikan, peng
el jaraan opera

Gambar 3. Tugas dan fungsi dalam website Stasiun PSDKP Belawan

4. Informasi Standar Pelayanan

¢ > ¢ 0 (a ke aj/upload-gamb TANDAR%%20PEL/ 20510%202021. pof

+

=  STANDAR PELAYANAN SLO 2021.pdf 100%

Lampiran | :
Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : B.5318/Sta.2/0T.300/X1/2021
Tanggal : 18 November 2021

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
STANDAR LAIK OPERASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI Evaluasi SP

Komponen
No Standar Sebelum Sesudah Tetap | Berubah

Jenis Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi
1. Kapal Pada Saat Keberangkatan dan Surat v
Pelayanan | ik Operasi

a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana
sebagaimana telah diubah dengan UU telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009;

No 45 tahun 2009; b. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-

Perikanan Nomor: PER.01/MEN/2017 DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis

tentang Surat Laik Operasional Kapal Pengawasan Kapal Perikanan.

Perikanan. c. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang

Dasar c: Peraturan Direktur Jenderal an Standar y Bidang
Hukum Sumber Daya Kelautan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gambar 5. Informasi standar pelayanan dalam website




5. Informasi Maklumat Pelayanan

p +

25 facebook.com/photo.php?fbid=5164

gs 53(;: \)«m

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN

Dengan ini kami ggup akan
PRIMA sesuai dengan Standar yang telah di
melaksanakan perbaikan secara terus menerus, kami siap menerima
sangsi sesuai peraturan Perundang - undang yang berlaku dan atau
KO jika tidak i janji tersebut

Wehereby declare that we are able to provide EXCELLENT services

In with and improve, we

areready to accept ility i with the ion and
Laws and/orprovide Compensation if we fail to fulfill our promise

Gambar 7. Informasi maklumat pelayanan di laman facebook

6. Informasi Pengaduan

(2) Facebook XN +

C M 25 facebook.com/photo.php?fbid=289 208055008 set=pb.10009 .-22075200008ttype=3&locale=id_ID

C)

f 000 -

s Stasiun Psdkp Belawan
14 Maret 2024 - &

Hai #SOBATBAHARI!!

WISH-'-I—EBLOWER ? Sobat bahari sudah tahu belum apa itu

i ?
MENURUT PERMEN KPNOMOR 31 TAHUN 2013 wishtleblower?
@syamsu_rembang
@edysutanto36
@josiasuarta
@adi_beler... Lihat selengkapnya

o o ndrapr

lingkungan kementerian dan bukan
danvatau kejshatan yang diodukannys.

PENGADUAN OLEH PEGAWAI DAPAT
BERKATTAN DENGAN DUGAAN

1.Penyalahgunaan Wewenang
2 Pelanggaran, disiplin, Pejabat/pegawai
3 Tindok pidana korygg; kolusi, dan

nepotisme yang chakukan olgh

Pejabat/pegawai mhrgkmgannensn tah
intal

Gambar 8. Pengaduan masyarakat di laman facebook
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2.4. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta
Informasi publik yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, contohnya:
pengumuman bencana alam, penyebaran penyakit, dan lainnya.
Selama periode Tahun 2025 tidak terdapat kejadian yang dapat di kategorikan

sebagai informasi serta merta.

2.5. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Tahun antara lain
Perjanjuan Kinerja Tahun 2025, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan
SLO dan LVHPI, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan sumber daya

kelautan yang diunggah pada website maupun sosial media.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

¥ Direktorat Jenderal Pengawasa: X+

C [ 25 kkp.go.id/unit-kerja,

=  document-akuntabilitas-kinerja-6...

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Muhamad Syamsu Rokhman
Jabatan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Belawan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Pung Nugroho Saksono
Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Gambar 9. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025
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2. Informasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
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Gambar 10. Nilai SKM SLO Tahun 2025 di laman instagram

3. Kegiatan Pengawasan SDP dan SDK

25 instagram.com/[

ditjenpsdkp dan 5 lainnya
Audio asli

ditjenpsdkp # Tak ada ampun! Lagi-lagi satu kapal trawl ilegal asal
Malaysia ketahuan mencuri ikan di WPPNRI 571 Perairan Selat

Malaka| @ @

Aksi illegal fishing ini terdeteksi oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 01 di
bawah kendali Stasiun PSDKP Belawan saat sedang operasi di Selat
Malaka, Minggu (22/06).

Saat diperiksa, kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari
Pemerintah Indonesia, dan ditemukan sekitar 100 kg ikan berbagai
Jjenis hasil tangkapan, termasuk kategori juvenil. Hal ini karena
penggunaan jaring trawl memiliki sifat sangat aktif menjaring apa
saja yang ada di dasar laut dan ini sangat berpotensi merusak
ekosistem @ @

Saat ini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di Stasiun
PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut.

#PSDKPSahabatNelayan #PSDKPPantangTercela #RiseTogether

w Disukai oleh psdkp_belawan dan 5.981 lainnya

26 Jun

@ Tambahkan komentar...

Gambar 12. Penyampaian infromasi penangkapan kapal asing di laman Instagram



un Psdkp Belawan | Facebc X (@ Instagram

0] 25 instagram.com/p,

Terminal Khusus (tersus
atau dermaga bongkar
muat alat berat

D x4+

instagram.com/p/DM

Langkah cepat
tindak lanjuti konflik
horizontal antar nelayan

Gambar 13. Penyampaian infromasi penangkapan kapal trawal pada platform

psdkp_belawan dan 5 lainnya
Audio asli

dari F\asil‘pe.ngawasan insidental terhadap pe}nanfaatan ruané laut
yang mengindikasikan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang
laut tanpa PKKPRL dan reklamasi tanpa izin milik CV MC.

Pihaknya mengimbau agar seluruh pelaku usaha yang berkegiatan
menetap di ruang laut untuk mematuhi ketentuan perizinan,
termasuk mengantongi PKKPRL dan izin Reklamasi. Hal ini guna
untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan menghindari
konflik pemanfaatan ruang laut.

#PSDKPSahabatNelayan
#PSDKPPantangTercela
#RiseTogether
#KKP2025RiseTogether

9 ming

5’. doank5981 Hasil kebun sayur dan sawit, hasil bumi minyak.
batubara, nikel, emas

9ming 2suka Balas

Qv

““. Disukai oleh okosarles dan 906 lainnya

8 Juli

hkan komentar..

ditjenpsdkp dan 5 lainnya
Audio asli

ditjenpsdkp & KKP Tindak Tegas Lima Kapal Ikan Trawl di Perairan
Labuhanbatu Sumutf]

KKP melalui Stasiun PSDKP Belawan mengambil langkah cepat

menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya ketegangan
antar nelayan akibat penggunaan alat tangkap dilarang berupa
pukat harimau (trawl) di perairan Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Stasiun PSDKP Belawan mengerahkan kapal pengawas KP. HIU 08
untuk melakukan operasi Lima kapal ikan
berbendera Indonesia dengan inisal nama KM. BU, KM. C, KM. BK.
KM. BT, dan KM. BB dilakukan pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan
kelima kapal tersebut melakukan penangkapan ikan tanpa
dilengkapi perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap mini
trawl yang dilarang.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, kelima kapal menyerahkan
secara sukarela alat tangkap mini trawl untuk dimusnahkan.

Qv W

Q‘ Disukai oleh psdkp_belawan dan 929 lainnya

komentar..

Instagram

Instagram



4. Laporan SPIP Tahun 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Triwulan Il / TA. 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Triwulan | / TA. 2025

Stasiun Pengawasan Sumber Daya P,
Kelautan dan Perikanan Relawan G\”{?

tc-d¢éneaae

Stasiun Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Belawan & ‘:@‘:i

=

LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Triwulan IV / TA. 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Triwulan 1l / TA. 2025

e |
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Kelautan dan Perikanan Relawan i @ %

\
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Kelautan dan Perikanan Relawan & @%

Gambar 13. Laporan SPIP Tahun 2025

2.6. Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan adalah data dan informasi yang diberikan
dengan syarat tertentu sesuai dengan Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014
tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan. Daftar informasi yang dikecualikan di
lingkup Ditjen PSDKP telah disampaikan pada website PPID Stasiun PSDKP Belawan.



CamScanner 10-16-2024 1452 X

C M ppid.kkp.go.i

CamScanner 10-16-2024 14.52

e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16

JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN ww kkp go id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 2/PPID-PSDKP/2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (9)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
42/PERMEN-KP/2023  tentang  Penyelenggaraan
Layanan i Publik di Li i
Kelautan dan Peril perlu Klasifik:

Gambar 14. Informasi yang dikecualikan pada website PPID
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BAB I
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian atau Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan

Pelaksanaan penyampaian informasi publik pada tahun 2025 sudah terlaksana dan

sesuai dengan rencana kerja.

3.2 Permasalahan

Dua akun user admin website dan VPN Stasiun PSDKP Belawan terdapat kendala,

yakni:
1. Admin utama website PPID Stasiun PSDKP Belawan pindah tugas

2. Terdapat kerusakan sistem operasi pada komputer/laptop admin kedua, sehingga
website sehingga tidak bisa akses/terhubung ke VPN website KKP.

3.3. Saran dan Rekomendasi

Mengganti admin website dan akun VPN untuk mengakses portal dan CMS.
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4.2.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL MONEV

Saran atau Rekomendasi Hasil Monev Sebelumnya

Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik melalui optimalisasi
website dan media sosial sebagai sarana utama diseminasi informasi kepada
masyarakat.

Menetapkan petugas admin website dan PPID cadangan untuk menjamin
keberlangsungan pelayanan informasi apabila terjadi mutasi, promosi, atau
pergantian personel.

Melaksanakan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi
yang Dikecualikan (DIK) secara berkala.

Meningkatkan kompetensi Tim PPID melalui bimbingan teknis atau
pendampingan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan
pengelolaan website.

Mengembangkan sistem pengelolaan dokumen dan arsip digital sebagai
pendukung penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat.
Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan data dan informasi
sehingga permohonan informasi publik dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan data dukung
PPID serta tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan informasi publik.

Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut berupa konsultasi ke tim PPID Ditjen PSDKP terkait

rekomendasi yakni:

1.

Telah dilakukan penunjukan dan penyesuaian petugas admin website dan PPID sesuai
kebutuhan organisasi.

Tim PPID telah memperoleh akses mandiri dalam pengelolaan website sehingga
publikasi informasi tidak lagi bergantung pada admin pusat.

Dilakukan pemutakhiran informasi publik pada website dan media sosial secara berkala,
meliputi profil organisasi, standar pelayanan, laporan kinerja, dan kegiatan pengawasan.
Dilakukan koordinasi internal untuk pengumpulan data dan dokumen yang menjadi
kewajiban publikasi informasi publik.

Dilakukan inventarisasi dan penataan dokumen pendukung PPID dalam bentuk digital

guna mempercepat proses pelayanan informasi.
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Dilaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan

informasi publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Disusun rencana peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID melalui kegiatan
sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang keterbukaan informasi publik.
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BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun
2025 disusun. Laporan monitoring dan evaluasi Tahun 2025 ini dimaksudkan agar
informasi kegiatan Stasiun PSDKP Belawan dapat terpublikasi secara optimal dan

masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah.
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